
GUBERNUR LAMPT]NG
PERATURAN GUBERNI'R LAMPUNG

NOMOR 27 TA,JVN2O2I

TENTANG

PERUBAHAIT RENCANA KER^IA PEMERIITTAH DAERAII PROVINSI LAMPUNG
TAIIT'N 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 4l Tahun 2O2O tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan
pemerintahan di Provinsi Lampung, akan dilakukan
Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor
41 Tahun 2O2O tentang Rencana Keq'a Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur l,ampung tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2021;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undalg Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4a3a\

S. Undarrg-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47OO);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Talnbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2l tentang Cipta Ke{a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 254, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Eva-luasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
63231;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tatacara
Perencanaan, Pengenda-lian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l0O Tahun 2018 tentang tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi.
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentaag Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahur. 2O22;

17. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi l,ampung Tahun 2005-
2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;



Menetapkan

-3-
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi l,ampung Tahun 2Ol9-2O24;

20.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2020
tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GT'BERNT'R TENTAITG PERUBAIIAN RENCANA
I(ER.rA PEMERMTAIT DAERAII {RXPDI PROVINSI
LA}IPT'NG TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 41 Tahun 2O2l tentang RKPD Provinsi Lampung
Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021
Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pa*al 3
Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021 terdiri dari;
a. pendahuluan;
b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun be{alan;
c. kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan;
d. prioritas dan sasaran pembangunan;
e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
f. penutup.

2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 2 (dua)
pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3El, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3A

Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2O2l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran I dan l,ampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38
(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi landasan

penyusunan KUA dan PPAS Perubah an Tahun 2021.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan :

a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun
Perubahan Renja pD Tahun 2021;

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota
Tahun 2021; dan

c. pedoman bagi pemerintah provinsi Lampung dalam
menyusun peraturan Daerah tentang APBD
Perubahan Tahun 2021.
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3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala
Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 202 1.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi t ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - Asusrus- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - Agusrus -202 1

SEKRETARIS OVINSI LAMPUNG,

DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPT'ITG TAHUIT 2O21 I{OMOR ..2.7
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